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Provinsi
	Palu
	Donggala
	Tolitoli
	Buol
	Sigi
	Morowali Utara
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PARIMO-Bupati Kabupaten
Parimo, H Samsurizal
Tombolotutu kembali mengingat-
kan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di jajaran Pemkab Parimo
terkait temuan BPK.

Bupati meminta para pihak
yangterkait temuan BPK agar me-
nyelesaikannya sesuai dengan
prosedur. Jika kemudian pihak
yang bersangkutan tidak mengin-
dahkan hal tersebut maka kon-
sekuensinya ditanggung sendiri,

Samsurizal meminta kepada
Sekkab Parimo, H Ardi Kadir SE,
bersama pihak Inspektdrat un-
tuk meminta arahan Wakil Bupati
(Wabup) terkait temuan terse-
but. “Minta arahan Wabup ter-
kait mereka-mereka yang ada
temuan; ujar Samsurizal.

Menurut Samsurizal,” sudah
ada batas waktu pengembalian

selama 60 hari. Kemudian.ada
jalan ringan melalui Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR) sesuai den-
gan aturannya. jak han-
ya sidang melainkan jam-
inan . pengembalian  uang
negara,'tandasnya.

Jika kemudian tidak koopera-
tif dengan ketentuan itu, tentu re-
siko ditanggung sendiri. “Ada ba-
tas waktu 60 hari, siapa mandi dia
basah,'ungkapnya.

Bupati menegaskan, batas wak-
1160 untuk melakukan pengem-
balian. Apabila tidak diselesaikan
sesuai ketentuan, risikonya ber-
hadapan dengan Aparat Penegak
Hukum (APH). “Lewat dari 60
hari, kejaksaan dan Polres sudah
menunggu,'tandasnya.

Penegasan  tersebut
ampaikan  Samsurizal,

dis-
salah

Samsurizal

satunya karena sudah beber-
apakali Musrenbang sudah cukip
baik, saran Gubernur Sulteng agar
hal tersebut dijaga.(iwn)




